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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) ; 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) ; 

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Denpasar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3465) ; 

Mengingat 

bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 8 Peraturan 
Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 
2017; 

Menimbang 

WALIKOTA DENPASAR, 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2017 

TENT ANG 

NOMOR 47 TAHUN 2016 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

WALIKOTA DENPASAR 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Badan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4027) ; 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5049) ; 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 
2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 540); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4567); 



805.299. 902.232,00 
913.883.187 .890,00 

1. Pendapatan : 
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 
b. Dana Perimbangan Rp. 
c. Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang sah _R~P~·- __ 19_8_._4_5_5_.1_8_8_. 9_4_6-'''---3_3_ 
Jumlah Pendapatan Rp. l.917.638.279.068,33 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri dari : 

Pasal 1 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 
ANGGARAN 2017. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

32.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 
2016 Nomor 9). 

31.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar 
(Lembaran Daerah Kata Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8); 

30. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum 
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Denpasar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kata Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 ten tang 
Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum 
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6); 

29. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar 
Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Denpasar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kata Denpasar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kata Denpasar 
Nomor 9); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 874); 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 



Pelaksanaan Penjabaran APED yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal 6 

Penjabaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 
lebih lanjut dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 

Pasal 5 

Penjabaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan W alikota ini. 

Pasal 4 

Penjabaran APED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan W alikota ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 2 

a. Penerimaan Rp. 159.913.680.138,00 
b. Pengeluaran R:e. 22.482.736.027,00 

Jumlah Pembiayaan Netto R:e. 137.430.944.111,00 ==~====================== 
Sisa lebih pembiayaan Anggaran tanun berkenan Rp. 0,00 

5 
2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp. 782.708.052.708,15 
2) Belanja Hibah Rp. 61.824.414.000,00 
3) Belanja Bantuan Rp. 3.498.000.000,00 

Sosial 
4) Belanja Bagi Hasil Rp. 62.042.817.300,00 

5) Belanja Bantuan 
Keuangan Rp. 131.964.089.894, 18 

6) Belanja Tidak Rp. 3.000.000.000,00 
Terduga 

Jumlah Belanja Rp. l .045.037.373.902,33 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp. 25. 710.394.000,00 
2) Belanja Barang dan Rp. 612.276.064.803,00 

Jasa 
3) Belanja Modal R:e. 372.045.390.4 7 4,00 

Jumlah Belanj a R:e. l.010.031.849.277 ,00 
Jumlah Belanja Daerah R:e. 2.055.069.223.179,33 

Surplus/ (Defisit) Rp. (137.430.944.111,00) 

3. Pembiayaan: 



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 47 

SEKRETAffiS Jll //PENPASAR, 

RAI ISWARA 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 29 Desember 2016 

,t/ WALIKOTA DENPASAR, ., ~ . 
/1)RAI DHlR\AWIJAYA MANTRA t 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 29 Desember 2016 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. 

Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 
Desember 2017. 
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Pasal 7 


